
 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 100.3.4.2/343/Kept./403.013/2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 188/329/Kept./403.013/2023 

TENTANG 

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MALANG 

 KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuan Pasal 93 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 

tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 

2019, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan 

Nomor 188/329/Kept./403.013/2023 tentang 

Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Malang 

Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan; 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

SALINAN 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014, diamanatkan bahwa Kepala Desa memegang 

jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak 

tanggal pelantikan; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, serta ketentuan Pasal 118 huruf b 

dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014, maka perlu melakukan perubahan 

terhadap ketentuan masa jabatan Kepala Desa yang 

tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Bupati 

Magetan Nomor 188/329/Kept./403.013/2023 tentang 

Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Malang 

Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas 

Keputusan Bupati Magetan Nomor 

188/329/Kept./403.013/2023  tentang Pengesahan dan 

Pengangkatan Kepala Desa Malang Kecamatan Maospati 

Kabupaten Magetan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang  Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 

6321); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);  

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang  Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157);  

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1222); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 6); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) 

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan   Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85); 

  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 

tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2016 Nomor 90); 

  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 

tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 34 Tahun 2019 (Berita Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : 

KESATU : Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Bupati Magetan 

Nomor 188/329/Kept./403.013/2023 tentang Pengesahan 

Dan Pengangkatan Kepala Desa Malang Kecamatan 

Maospati Kabupaten Magetan, sehingga Diktum KEDUA 

berubah dan harus dibaca: 

  “KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU adalah 8 

(delapan) tahun terhitung sejak tanggal 

pelantikan”. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan  di Magetan 

  pada tanggal 21 Juni 2024   

 

  Pj. BUPATI MAGETAN, 

TTD 

   HERGUNADI 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


